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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media
Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2004), yang dimaksud
dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses
belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar
pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien.
Masing— masing sekolah masih sangat minim fasilitas yang menunjang aktivitas
belajar mengajar disekolah dasar yang bertujuan dalam meningkatkan prestasi
siswa disekolah tersebut. Misalnya; 1) alat pelajaran, 2) alat peraga, 3) media

pengajaran.

A. Manajemen Sarana Pendidikan di SDN Lamno

Untuk mengetahui pelaksanaan manajamen sarana pendidikan di SDN
Lamno telah dilaksanakan penelitian dengan narasumber kepala SDN Lamno,
Penelitian dilakukan dengan cara mewawancara dan didukung kusioner
manajemen sarana pendidikan yang telah disiapkan agar diisi sesuai dengan
kenyataan yang terjadi di lapangan.

Angket manajemen sarana pendidikan yang diberikan memuat kelima
subvariabel dari manajemen sarana pendidikan yang terdiri dari penentuan
kebutuhan,  proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan,

pertanggungjawaban. Jawaban yang diberikan dalam angket digunakan untuk
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menguraikan manajemen sarana pendidikan di SDN Lamno dalam kelima
subvariabel di atas.
1. Penentuan Kebutuhan

Penentuan kebutuhan adalah proses menentukan sarana apa saja yang
akan diadakan sekolah dalam menunjang kelancaran proses beajar mengajar
di sekolah. Menurut Suryosubroto (2004:115) sebelum mengadakan alat-
alat tertentu atau fasilitas yang lain terlebih dahulu harus melalui prosedur
penelitian yaitu melihat kembali kekayaan yang telah ada. Dengan demikian
baru bisa ditentukan sarana apa yang diperlukan berdasarkan kepentingan
pendidikan di sekolah itu.

Berdasarkan pendapat Suryosubroto (2005) di atas dapat diketahui
bahwa secara teoretis penentuan kebutuhan dilakukan dengan cara melihat
atau meneliti terlebih dahulu sarana yang sudah ada, jika diketahui bahwa
sarana tertentu dibutuhkan, akan tetapi tidak tersedia, barulah dijadikan
sebagai sarana yang akan diadakan.

Untuk mengetahui bagaimana praktek penentuan kebutuhan di SDN
Lamno dilakukan penelitian dengan cara mewawancara melalui Kepala
Sekolah dan satu orang guru dari SDN Lamno. Dari hasil pengisian angket
tersebut diketahui bahwa penentuan kebutuhan sarana pendidikan di SDN
Lamno dilakukan dengan cara mengadakan rapat awal tahun ajaran dan rapat
rutin setiap tiga bulan antara semua guru dengan Kepala Sekolah. Dalam

rapat tersebut semua guru diharuskan hadir karena pendapat semua guru
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dianggap penting untuk mengetahui kebutuhan sarana di sekolah. Apalagi

ujung tombak dalam proses belajar mengajar adalah guru, sehingga yang

lebih mengetahui kebutuhan sarana pendidikan di Sekolah adalah guru.

Agar hasil rapat dapat diketahui dengan jelas, maka salah seorang
guru ditugaskan untuk menjadi notulen rapat dan mencatat semua usulan
yang diajukan guru dalam rapat. Pada awal rapat Kepala Sekolah membuka
forum usulan kebutuhan sarana pendidikan dan mempersilakan masing-
masing guru secara bergantian untuk berbicara mengajukan usulan kebutuhan
sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Usulan masing-masing guru tersebut langsung diadakan pembahasan
bersama antara kepala sekolah dengan guru-guru. Adapun hal yang dibahas
adalah:

a. Jika sarana tersebut sudah pernah ada sebelumnya, maka ditanyakan
bagaimana kondisi sarana yang lama, apakah sarana yang diusulkan
tersebut masih bisa dipergunakan atau harus digantikan dengan sarana
lain yang masih ada di sekolah, ataukah sarana tersebut memang benar-
benar sangat mendesak, dan penting bagi pelaksanaan proses belajar
mengajar serta tidak bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada.

b. Jika sarana itu bersifat usulan baru yang belum pernah ada sebelumnya,
maka dibahas mengenai urgensi kebutuhan tersebut, apakah manfaat
sarana tersebut bagi pelaksanaan proses belajar mengajar, apakah sarana

tersebut bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada, ataukah
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sarana tersebut memang benar-benar mendesak, penting bagi
pelaksanaan proses belajar mengajar dan tidak bisa digantikan dengan
sarana lain yang sudah ada.

Jika sudah disepakati sarana yang dibutuhkan untuk diadakan pengadaan,
di dalam rapat juga dibahas biaya yang dibutuhkan dan cara
pengadaannya. Jika kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan yang sangat
penting dan tidak dapat ditunda lagi, maka sekolah akan mengupayakan
pemenuhan kebutuhan sarana tersebut. Sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh sekolah dalam proses belajar mengajar ada yang
ditanggulangi oleh sekolah dari biaya BOS dan ada juga menjadi
tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Aceh Jaya, karena sekolah berada dibawah tupoksi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya. Akan tetapi usulan
kebutuhan yang diajukan kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, tidak bisa direspon sesuai dengan waktu yang dibutuhkan,
karena tahun Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak
sama dengan tahun ajaian di sekolah dan pihak sekolah juga belum
pernah mengusuikan kebutuhan tersebut lebih awal satu tahun
sebelumnya, maka sarana yang dibutuhkan oleh sekolah sering sekali
mendesak, maka untuk menanggulangi kebutuhan ini dilakukan sendiri

oleh sekolah dengan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah
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(BOS) yang dana tersebut di anggarkan dari Anggaran APBN setiap
tahun.

Contohnya sarana pendidikan yang sangat mendesak adalah
kebutuhan papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menuliskan pelajaran yang
diberikan kepada murid. Apabila tidak ada papan tulis, maka pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar akan mengalami hambatan. Papan tulis ini termasuk
sarana pendidikan yang membutuhkan biaya banyak,dan sarana ini menjadi
tupoksi tanggung jawab pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Jaya untuk pengadaannya. Akan tetapi sebagaimana
dikemukakan di atas, bahwa seringkali permohonan kebutuhan sarana
pendidikan yang diusulkan oleh kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga masih terlambat diresponnya, maka mengakibatkan pengadaan dari
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga terlambat, untuk mengatasi
masalah untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

Dari masukan-masukan yang diberikan para guru tentang sarana
sekolah yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, dibuat skala prioritas
dari kebutuhan yang paling mendesak sampai dengan sarana yang dibutuhkan
tetapi belum mendesak. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam
penentuan kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mendesak akan

diusahakan terlebih dahulu. Suatu kebutuhan dianggap mendesak jika tanpa
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dipenuhinya kebutuhan itu akan berdampak pada terhentinya atau terhambat
proses belajar mengajar di sekolah.

Melalui penentuan skala prioritas ini sekolah bisa menjaga kelancaran
pelaksanaan proses belajar mengajar. Dalam hal im memang penting sekali
menjaga kelancaran proses belajar mengajar, jika hal tersebut juga terjadi
maka sangat merugikan siswa. Semestinya siswa sudah mendapat pelajaran,
tetapi karena tidak ada sarana penunjang, maka akibatnya adalah siswa akan
tertinggal dalam mendapatkan materi pelajaran dibandingkan siswa sekolah
lain pada kelas yang sama.

Dalam praktek penentuan kebutuhan ini, para guru di SDN Lamno
biasanya sudah mempersiapkan catatan dari rumah masing-masing sebelum
rapat dimulai. Hal ini dapat dilakukan karena rapat penentuan kebutuhan
sudah diberitahukan sehari sebelumnya, sehingga guru-guru sudah bisa
mempersiapkan usulan yang akan diajukan. Rapat biasanya diadakan setiap
hari terakhir dari bulan yang bersangkutan. Adanya rapat penentuan
kebutuhan ini membuat kebutuhan sarana belajar di SDN Lamno dapat
diketahui dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa praktek
penentuan kebutuhan di SDN Lamno sudah di lakukan sebagaimana yang
diharapkan dalam teori, jika dalam teori disebutkan bahwa langkah pertama
penentuan kebutuhan adalah memeriksa terlebih dahulu sarana yang sudah

ada, maka demikian juga di SDN Lamno. Adapun cara pemeriksaan adalah

\o 4
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dengan cara menanyakan kepada guru yang mengajukan usulan, bagaimana
kondisi sarana yang lama tersebut, apakah sarana yang diusulkan tersebut
bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada. ataukah sarana tersebut
memang benar-benar mendesak, penting bagi pelaksanaan proses belajar
mengajar dan tidak bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada.
Setelah diketahui sarana lama lama benar-benar sudah tidak bisa dipakai
lagi, tetapi sarana tersebut sangat penting dalam menunjang kelancaran
proses belajar mengajar, maka usulan pengadaan sarana tersebut diterima.

Penentuan kebutuhan yang diusulkan melalui pengadaan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum dapat dilakukan sebagaimana
mestinya yang harus ditentukan satu tahun lebih awal dari tahun kebutuhan
sarana dimaksud.

Selain itu dari penelitian yang dilakukan juga diketahui bahwa dalam
rapat penentuan kebutuhan yang dilakukan di SDN Lamno rapat penentuan
kebutuhan juga dijadikan satu dengan pembicaraan mengenai cara
pengadaan sarana yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk mengetektifkan
waktu yang digunakan untuk rapat. Selain itu agar Kepala Sekolah bisa
mendapatkan masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan pembiayaan
dari sarana yang dibutuhkan. Untuk pengadaan yang dilakukan oleh sekolah
sendiri informasi mengenai harga dan tempat untuk melakukan pembelian
imformasikan oleh guru. Oleh karena itulah pada kesempatan rapat tersebut

semua kemungkinan mengenai pembiayaan, tempat pembelian dan cara
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pembelian sarana pendidikan juga dibicarakan, sehingga pada saat sarana
dibutuhkan tinggal dilakukan pengadaan saja, karena rencana pengadaan

sarana sudah disiapkan sebelumnya.

2. Proses Pengadaan

Proses pengadaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
pelaksanaan manajemen sarana pendidikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan
yang telah diusulkan dalam rapat penentuan kebutuhan akan dipenuhi pada
tahap ini. Menurut Hartati Sukirman, dkk. (t.t.:29) di dalam langkah
pengadaan imi mencakup pula langkah perencanaan sarana pendidikan. Di
sekolah-sekolah, cara pengadaan sarana pendidikan dapat lewat droping dari
atas dan mengadakan sendiri. Meskipun demikian fungsi perencanaan dan
pengadaan harus tetap diperhatikan secara cermat. Mengadakan alat pelajaran
tidak sama dengan mengadakan perabot (meja kursi), Dalam proses
pengadaan alat pelajaran diperlukan pertimbangan yang lebih banyak dan
matang serta semuanya bersifat edukatit.

Dari pendapat Hartati Sukirman, dkk. (t.t.:29) di atas dapat diketahui
bahwa cara pengadaan kebutuhan bisa berupa dropping dari atas, dan bisa
juga diadakan sendiri oleh sekolah. Pendapat ini hampir sama dengan
pendapat Suryosubroto (2004:115) yang menyatakan bahwa dalam
pengadaan sarana pendidikan ada beberapa kemungkinan yang bisa

ditempuh, yaitu pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya
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dari dana BOS, bantuan dari Orang tua murid, dan bantuan dari masyarakat
lainnya.

Jika dilihat dari teori yang diajukan kedua ahli di atas, dapat diketahui
bahwa penanggungjawab utama dari pengadaan sarana pendidikan adalah
pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
dan seterusnya Kepala Sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah yang diteliti
adalah sekolah negeri, artinya sekolah milik pemerintah. Sebagaimana
diketahui bahwa menurut Pasal 31 UUD 45 (amandemen) bahwa pemerintah
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga
negaranya. Tugas pemerintah tersebut dilaksanakan melalui pendirian
sekolah-sekolah dengan status negeri. Sekolah yang berstatus negeri ini,
maka pemerintah bertanggungjawab penuh atas semua biaya yang dibutuhkan
untuk penyelenggaraan pendidikan, antara lain biaya gaji guru, biaya
pemenuhan sarana pendidikan, biaya perbaikan sarana pendidikan, dan lain-
lain. Oleh karena itulah disebutkan bahwa penanggungjawab utama
pengadaan sarana pendidikan di sekolah negari adalah pemerintah.

Cara pengadaan sarana pendidikan yang berikutnya adalah dengan
biaya dari dana BOS. Sesuai dengan kepanjangan dari BOS, yaitu Bantuan
Operasional Sekolah yang dialokasikan dari dana APBN, maka BOS dapat
dijadikan sumber dana untuk mengadakan sarana pendidikan sesuai
petunjuknya. Dana BOS itu sendiri diadakan untuk menjaga kelancaran

pelaksanaan pendidikan yang pasti tidak lepas dari kebutuhan akan biaya.

59

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41801.pdf

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan apapun bentuk kegiatan belajar
mengajar adalah merupakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Oleh
karena itu jika sekolah membutuhkan dana untuk membeli sarana pendidikan
yang sangat mendesak dan sesuai dengan peruntukan juknis pengadaan dana
BOS, maka sumber dana dimaksud adalah dari dana BOS.

Sumber dana berikutnya yang dapat dijadikan sebagai sumber dana
untuk mengadakan sarana pendidikan adalah bantuan dari Komite Sekolah.
Adapun yang dimaksud dengan bantuan Komite Sekolah di sini adalah
Bantuan Pembangunan Penyelenggara Pendidikan dari para orang tua
murid. Sebagaimana diketahui bahwa semua wali murid menjadi anggota
Komite Sekolah, oleh karena itulah jika disebutkan dana bantuan dari Komite
Sekolah, maka yang mengadakan adalah para orang tua murid.

Sumber dana terakhir yang dapat digunakan untuk pengadaan sarana
pendidikan adalah dana bantuan dari masyarakat lainnya. Dana bantuan dari
masyarakat lainnya ini misalnya dari salah seorang tokoh masyarakat yang
mempunyai kelebihan dana yang dengan suka rela menyumbangkan kepada
sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana pendidikan.

Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan pengadaan sarana
pendidikan di SDN Lamno dilakukan dengan cara pemberian angket pada
Kepala Sekolah dan guru SDN Lamno. Berdasarkan hasil analisa angket
dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan di SDN

Lamno, dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, dengan mengajukan usulan
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kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya

yang biasanya dipenuhi setelah satu tahun berikutnya atau dua sampai tiga

tahun yang akan datang. Kedua, dengan cara melakukan pembelian sendiri.

Pembelian sendiri ini dilakukan jika kebutuhan akan sarana pendidikan sudah

mendesak dan tidak terlalu mahal serta tidak mungkin untuk menunggu

pengadaan dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Aceh Jaya.

Untuk mendapatkan pengadaan sarana pendidikan dari pihak Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, maka prosedur yang ditempuh oleh
sekolah adalah:

1. Menentukan sarana apa saja vang dibutuhkan sekolah.

2. Menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan
kebutuhan sarana pendidikan.

3. Mengadakan musyawarah antara warga sekolah dengan komite sekolah.
Warga sekolah terdiri dari para guru. Komite sekolah terdiri dari Kepala
Sekolah dan perwakilan dari orang tua murid serta pengawas sekolah.

4. Melakukan permohonan dana kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga.

Berdasarkan urutan pengajuan dana bantuan pengadaan sarana
pendidikan ke pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang

dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa pengajuan sarana pendidikan ke
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pihak Dinas Pendidikan melewati formalitas yang panjang. Pengajuan usulan
bantuan pengadaan tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kepala
Sekolah selaku pemimpin penyelenggara sekolah, akan tetapi harus dengan
sepengetahuan para guru dan pengawas sekolah. Hal ini untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas di sekolah. Transparansi adalah keterbukaan
dengan semua pihak, sehingga semua menjadi jelas bagi semua pihak.
Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan terhadap siapapun. Asas
transparansi dan akuntabilitas ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka
menghindari terjadinya korupsi dalam pengadaan sarana pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dalam prakteknya
pengadaan sarana pendidikan dengan cara mengusulkan kepada pihak Dinas
Pendidikan ini memerlukan waktu. Untuk mengatasi kebutuhan sarana
pendidikan, pihak sekolah melakukan pengadaan sendiri oleh sekolah dengan
dana BOS, akan tetapi karena ada keterbatasan dalam pembelian sarana
pendidikan dengan menggunakan dana BOSi, maka hanya sarana pendidikan
yang harganya terbatas yang bisa diadakan sendiri.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sumber dana untuk
pengadaan sarana pendidikan di luar Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga juga ada sumber dana dari dana BOS, dana bantuan Orang tua
murid dan dana bantuan masyarakat lainnya. Dalam hal ini yang
diprioritaskan untuk digunakan adalah dana BOS. Hal ini dikarenakan BOS

memang diperuntukkan untuk pengadaan barang-barang atau sarana

62

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41801.pdf

pendidikan yang rutinitas sangat dibutuhkan dan mendesak. Akan tetapi dana
yang dibutuhkan untuk pembelian sarana pendidikan itu kurang cukup
tersedia anggaran yang dibutuhkan. Untuk itu pihak sekolah ada juga yang
memadukannya dengan dana dari bantuan Komite Sekolah (orang tua murid).

Dalam menentukan berapa besar dana yang diminta untuk dibantu
oleh masing-masing wali murid, sekolah mengadakan rapat dengan para
orang tua murid. Didalam rapat itu dijelaskan kebutuhan sarana pendidikan
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar disekolah yang tidak dianggarkan dalam dana BOS. Dijelaskan juga
bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan tersebut sekolah
mempunyai keterbatasan dana sehingga menghadapkan bantuan dari orang
tua murid untuk ikut membantu dana yang dibutuhkan. Setelah itu Kepala
Sekolah selaku pemimpin rapat akan memberikan kesempatan kepada crang
tua murid mengenai berapa kesanggupan orang tua untuk memikul dana yang
dibutuhkan tersebut. Setelah para orang tua memberikan masukan mengenai
kesanggupan mereka, barulah kemudian diputuskan berapa besar dana yang
dapat dibantu oleh masing-masing orang tua murid. Dalam pelaksanaannya,
dana yang disumbang orang tua murid diberikan melalui anaknya masing-
masing pada waktu yang telah ditentukan.

Setelah semua dana terkumpul, maka dilakukan pembelian sarana
pendidikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya sarana yang telah dibeli tersebut

dicatat dalam daftar inventaris sarana pendidikan sekolah dan menjadi milik
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sekolah. Demikian juga halnya jika pengadaan sarana pendidikan berasal dari
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sarana tersebut juga dicatat dalam

buku inventaris sekolah.

3. Pemakaian

Menurut  Suryosubroto  (2004:115) dari segi pemakaian
(penggunaan), maka sarana alat perlengkapan dapat dibedakan atas:

a. Barang habis dipakai.
b. Barang tidak habis dipakai.

Lebih lanjut diberikan penjelasan bahwa penggunaan barang habis
dipakai harus secara maksimal dan dipertanggungjawabkan pada tiap
triwulan sekali. Sedangkan penggunaan barang tetap dipertanggungjawabkan
satu setahun sekali. Barang-barang yang tidak habis dipakai ini memerlukan
pemeliharaan dan barang-barang itu disebut barang inventaris.

Di lain pihak menurut Hartati Sukirman, dkk, (t.t.:29), dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan maka setiap alat perlengkapan perlu diatur
penggunaannya seoptimal mungkin. Khususnya buku-buku, alat peraga
dan/atau alat pelajaran lain, guru mata pelajaran agar menyusun program
penggunaan alat dikaitkan dengan program pengajaran. Dalam upaya
meningkatkan proses belajar mengajar guru dan/atau pengguna lain
disekolah, perlu membuat program penggunaan alat pelajaran secara efisien

dan efektif disamping juga ikut aktif dalam perencanaan pengadaannya.
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Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat diketahui bahwa pada
prinsipnya pemakaian barang-barang yang menjadi sarana pendidikan harus
dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hartati Sukirman dkk, (t.t.:29),
pertanggungjawaban ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan program
penggunaan alat secara efisien dan efektif. Melalui pembuatan program
tersebut akan dapat dengan jelas diketahui bahwa alat tersebut telah
dipergunakan sesuai peruntukannya (secara efektif) dan juga karena terarah
cara pemakaiannya, maka alat tersebut tidak mudah rusak sehingga terjadi
efisiensi.

Pada akhirnya penggunaan peralatan atau sarana pendidikan tersebut
harus  dipertanggungjawabkan. = Menurut  Suryosubroto  (2004:115)
pertanggungjawaban barang habis dipakai harus secara maksimal dan
dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan sekali. Sedangkan penggunaan
barang tetap dipertanggungjawabkan satu setahun sekali. Adapun contoh
barang habis dipakai misalnya kapur tulis, sedangkan contoh barang tidak
habis dipakai adalah meja, kursi, papan tulis.

Untuk mengetahui bagaimana praktek manajemen pemakaian sarana
pendidikan di SDN Lamno dilakukan dengan cara angket dengan kepala SDN
Lamno. Dari hasil angket diketahui bahwa pemakaian sarana pendidikan di
SDN Lamno telah diperhatikan sejak dari awal barang itu datang sampai

dengan nanti dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
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Pada saat barang datang pertama kali barang dites/diperiksa terlebih
dahulu untuk barang yang membutuhkan pengetesan/pemeriksaan, seperti
komputer. Pengetesan atau uji spek diserahkan kepada salah seorang guru
yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer itu. Jika guru
tersebut menyatakan bahwa komputer dalam kondisi baik dan siap dipakai
sesuai dengan speknya, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat dipercaya
karena dilakukan oleh guru yang telah mampu mengoperasikannya. Akan
tetapi untuk sarana pendidikan yang bukan berbentuk komputer atau barang
elektronik lainnya, maka pengetesan dapat dilakukan oleh sembarang guru
karena untuk pengetesan alat tersebut tidak dibutuhkan keterampilan khusus.
Adapun barang yang tidak membutuhkan pengetesan khusus ini misalnya
meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain hanya mencocokkan dengan speck yang
ada.

Lebih Ianjut dijelaskan bahwa apabila barang yang menjadi sarana
pendidikan mengalami kerusakan, maka yang bertanggungjawab dalam
memperbaiki kerusakan itu adalah pihak sekolah. Hal ini dikarenakan pada
prinsipnya memang diakui bahwa barang yang dijadikan sarana belajar bisa
rusak. Apalagi jika barang tersebut sudah berumur cukup tua. Kecuali jika
kerusakan itu disengaja oleh pihak tertentu, baik guru maupun murid, maka
dalam hal ini yang bertanggungjawab bukan sekolah, tetapi guru atau murid

yang telah merusak barang itu, dari keterangan kepala sekolah diketahui
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bahwa selama ini belum pernah ada sarana pendidikan yang sengaja dirusak
oleh pihak tertentu.

Untuk melaksanakan perbaikan sarana pendidikan yang rusak, maka
ada dua cara yang dilakukan. Pertama, perbaikan dilaksanakan sendiri oleh
guru dengan menggunakan peralatan ala kadarnya. Kedua, jika kerusakan itu
tidak dapat diperbaiki oleh guru, maka diundang orang yang dapat
memperbaiki kerusakan itu. Biaya perbaikan ditanggung oleh sekolah.

Lebih lanjut diberi penjelasan bahwa masalah pemakaian sarana
pendidikan bukan hanya masalah pemakaian dan perbaikan jika ada
kerusakan saja, tetapi juga penyimpanan barang. Dalam hal ini SDN Lamno
tidak mempunyai gudang khusus untuk menyimpan sarana pendidikan. Oleh
karena itu sarana pendidikan disimpan di kantor dan jika akan digunakan oleh
guru untuk mengajar, maka guru yang bersangkutan mengambil di kantor dan
setelah selesal menggunakan mengembalikannya ke kantor.

Hal semacam ini semestinya sudah wajib memiliki gudang sendiri
yang dikunci dan tidak ada satu orang pun yang boleh masuk, kecuali guru
yang ditugaskan khusus untuk mengambil dan menyimpan barang-barang
atau Kepala Sekolah, dan ini disadari oleh guru dan Kepala Sekolah SDN
Lamno bahwa memiliki gudang penyimpanan sarana pendidikan juga

penting, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
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4. Pencatatan/Pengurusan

Semua barang yang menjadi sarana pendidikan merupakan milik
sekolah dan diperuntukkan bagi kelancaran proses belajar mengajar
disekolah. Dalam hal ini pencatatan/pengurusan inventaris sangat penting
untuk dilakukan agar tercipta tertib administrasi yang baik di sekolah. Jika
administrasi sekolah tertib, maka akan dengan mudah membuat perencanaan
kebutuhan sarana pendidikan dimasa berikutnya.

Menurut Suryosubroto (2004:115), untuk keperluan pengurusan dan
pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa antara lain:

a. Buku Inventaris.
b. Buku Pembelian.
c. Buku Penghapusan.
d. Kartu Barang.

Untuk mengetahui bagaimana praktek pencatatan/pengurusan sarana
pendidikan di SDN Lamno dilakukan dengan cara angket pada Kepala
Sekolah dan Guru SDN Lamno. Dari hasil angket tersebut diketahui bahwa
pencatatan sarana pendidikan di SDN Lamno dilakukan dengan
computerized. Artinya semua barang yang menjadi inventaris sekolah dicatat
dalam komputer sehingga memudahkan untuk mencari data mengenai
inventaris sekolah sesuai kebutuhan. Selain menggunakan sistem komputer,

pencatatan juga dilakukan di buku inventaris yang disediakan khusus untuk
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itu. Adanya sistem seperti ini sangat bagus untuk menunjang tertib
administrasi manajemen sarana pendidikan di sekolah.

Akan tetapi sayangnya, komputer sekolah mengalami kerusakan berat,
sehingga semua data inventaris sarana pendidikan yang disimpan di komputer
itu juga belum bisa di print. Padahal sekolah tidak mempunyai back up
(cadangan) dari file tersebut. Hal ini menyebabkan sekolah kehilangan
seluruh data yang sifatnya computerized, namun sekolah mempunyai sistem
pencatatan manual di dalam buku inventaris sehingga data inventaris sekolah
bisa diketik ulang dengan menggunakan data inventaris yang ditulis di buku.

Dalam hal ini pengetikan ulang inventaris sekolah memang sangat
mungkin dilakukan, akan tetapi hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika saja
sekolah memiliki file cadangan dalam CD. Akan tetapi sekolah tidak
mempunyai file cadangan sehingga barus menyalin lagi seluruh data
inventaris dari buku ke komputer. Sekolah menjadi pengalaman yang
berharga untuk masa yang akan datang, sehingga jika komputer yang satu
rusak, kena virus atau hilang, maka akan tetap ada cadangannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa
pencatatan/pengurusan manajemen sarana pendidikan di SDN Lamno sudah
cukup baik, walaupun masih ada kekurangan. Kekurangannya adalah tidak
mempun.yai back up file data sarana pendidikan disekolah. Akan tetapi
kekurangan ini dapat diatasi dengan cara mengadakan cadangan data pada

komputer yang berbeda.
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5. Pertanggungjawaban

Menurut Suryosubroto (2004:115-116), penggunaan barang-barang
inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat
laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi
atasan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dan
Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Pendapat Suryosubroto ini sejalan dengan
pendapat Ary H. Gunawan, (1983:31) yang menyatakan bahwa barang-
barang yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan merupakan barang milik
negara. Oleh karena itu harus dijaga benar-benar agar tidak lekas rusak. Hal
ini menuntut adanya kegiatan pemeliharaan yang baik. Ditinjau dari kurun
waktunya ada pemeliharaan sehari-hari dan ada pemeliharaan berkala atau
menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis barang atau sarana.

Berdasarkan pendapat kedua ahli diatas, dapat diketahui bahwa
penggunaan sarana pendidikan disekolah tiak dapat dilakukan begitu saja
tanpa ada pertanggungjawaban. Dalam hal ini pertanggungjawaban
memegang peranan yang sangat penting agar barang yang diberikan untuk
membantu kelancaran proses pelaksanaan pendidikan tidak disalahgunakan
untuk keperluan lainnya. Selain itu untuk memupuk rasa tanggung jawab dari
pihak sekolah yang telah difasilitasi oleh negara.

Untuk mengetahui bagaimana praktek penentuan pertanggungjawaban
sarana pendidikan di SDN Lamno dilakukan dengan cara angket pada Kepala

Sekolah dan guru SDN Lamno. Dari hasil angket tersebut diketahui bahwa
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pelaksanaan pertanggungjawaban sarana pendidikan di SDN Lamno
dilakukan secara rutin setiap tahun sekali. Pertanggungjawaban dilaksanakan
secara tertulis setiap tanggal 31 Agustus.

Pada setiap tanggal tersebut kepala sekolah SDN Lamno kecamatan
Jaya Kabupaten Aceh Jaya berkumpul ditempat yang telah ditentukan untuk
memberikan laporan pertanggungjawaban. Laporan ini ditujukan kepada
Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.
Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah jenis, jumlah, dan kondisi terakhir
barang inventaris. Biasanya laporan ini belum tentu ditindaklanjuti oleh pihak
Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga. Hal ini berarti bahwa pembuatan
laporan pertanggungjawaban ini hanya formalitas setiap tahun berjalan.

Dari hasil jawaban angket tersebut, kepala SDN Lamno juga dapat
diketahui bahwa pertanggungjawaban untuk barang-barang yang umurnya
sudah tua dan harus disingkirkan ke gudang atau tempat lain karena sudah
tidak bisa dipergunakan lagi, maka diperoleh jawaban bahwa secara resmi
SDN Lamno belum pernah melakukan penghapusan sendiri. Akan tetapi
pernah dilakukan penghapusan massal oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga, pada tahun 2005. Penghapusan massal itu ditujukan kepada
barang inventaris yang tercatat sudah mempunyai umur yang sangat tua,
sehingga dianggap sudah tidak layak lagi. Jadi dalam hal ini perintah
penghapusan massal itu bukan berdasarkan keadaan obyektif barang, tetapi

berdasarkan perintah dari pihak Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga.
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Selanjutnya pertanyaan, apakah sekolah pernah melakukan
penghapusan sendiri, dijawab bahwa sekolah tidak pernah melakukan
penghapusan sendiri. Hanya dengan menyingkirkan sarana pendidikan yang
sudah tidak layak pakai lagi dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi dari ruang
kelas. Selanjutnya barang vang telah disingkirkan itu dilaporkan kepada
pihak Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, bahwa
barang tertentu dengan nomor inventaris tertentu, telah rusak dan telah
dipindahkan dari kelas. Adanya penghapusan secara langsung oleh pihak
sekolah, namun sekolah menunggu perintah dari pihak Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga ini dapat terjadi karena jika menunggu perintah dari
pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terlebih dahulu maka akan
lama sekali jawabannya, padahal barang tersebut harus segera disingkirkan,
karena jika tidak akan mengganggu proses belajar mengajar.

Atas laporan yang diberikan sekolah, belum ada tanggapan atau
teguran dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh
Jaya. Di lain pihak, dari hasil angket selanjutnya dengan Kepala SDN Lamno
dapat diketahui bahwa ada barang yang sudah disingkirkan itu dibiarkan
begitu saja. Dan ada juga yang dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar
sekolah untuk digunakan. Hal ini diperbolehkan oleh Kepala Sekolah
mengingat apabila barang yang sudah rusak tidak dipakai lagi, hanya ditaruh
diluar kelas dan terkena sinar matahari dan hujan, maka lama kelamaan akan

musnah. Oleh karena itulah, maka ketika ada barang inventaris yang
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disingkirkan, selama masih bisa diperbaiki, maka masyarakat disekitar itu
untuk dimantfaatkan.

Pada dasarmnya tindakan penyingkiran sarana pendidikan dari
sekolah memang diperbolehkan untuk digudangkan, akan tetapi tidak ada
peraturan yang memperbolehkan sarana yang sudah disingkirkan itu untuk
dibawa pulang. Jadi dalam hal ini memperbolehkan masyarakat disekitar itu
untuk dimanfaatkan sarana yang sudah tidak terpakai lagi itu adalah
kebijakan dari Kepala Sekolah dengan pertimbangan bahwa lebih baik
dimanfaatkan dari pada mubazir. Menurut ketentuan yang sebenarnva hal ini
perlu ditertibkan oleh pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah yang
bersangkutan, untuk menjaga jangan sampai ada sarana pendidikan yang
sebenarnya masih layak dipakai untuk belajar, akan tetapi karena ada
keinginan untuk memiliki sarana tersebut, maka ada yang melaporkannya
telah rusak. Padahal sarana itu sendiri masih bisa diperbaiki, dalam hal ini
yang paling bertanggungjawab terhadap terjadinya praktek penyingkiran alat
yang demikian adalah kepala sekolah, karena bukan untuk digudangkan dan
dipertanggungjawabkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Jaya.

Ketika masalah sanksi ini dikonfirmasikan dengan Kepala Sekolah,
dapat diketahui bahwa selama ini pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga belum pernah memberikan sanksi kepada sekolab atas atas

dimanfaatkannya barang-barang inventaris sekolah yang sudah disingkirkan.
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Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hambatan vang dihadapi
pihak SDN Lamno dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan, maka
diberikan tabel hambatan dan cara penyelesaian yang ditempuh sekolah
dalam mengatasi hambatan. Dari hasil pengisian bentuk-bentuk hambatan
yang dihadapi, maka dapat diuraikan hambatan dan cara mengatasinya
sebagai berikut.

a. Penentuan kebutuhan
Dalam penentuan kebutuhan hambatan yang dihadapi adalah guru telah
mengajukan kebutuhan rutinitas kepada kepala sekolah namun kepala
sekolah juga masih ada keterlambatan untuk memenuhinya dan begitu
juga kepala sekolah sudah mengajukan daftar permohonan kebutuhan
sekolah pada Dinas Pendidikan, akan tetapi pihak Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya lama baru merespon
kebutuhan tersebut. Dikarenakan pihak sekolah tidak bisa mengusulkan
kebutuhannya satu tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini,
maka pihak sekolah perlu merencanakan untuk menentukan
kebutuhannya ada rencana kebutuhan tahunan dan ada rencana kebutuhan
lima tahunan.

b. Proses pengadaan
Dalam proses pengadaan hambatan yang sering muncul adalah masalah
dana untuk pengadaan. Apalagi jika dana yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan tersebut dalam jumiah besar. Selain itu juga pihak
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Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan sarana pendidikan.
vang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan pihak
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga barang tersebut adalah juknis
dart pengadaan DAK vang specknya ditentukan dari Kementrian
Pendidikan. Sehingga sekolah menerima barang yang belum tentu
dibutuhkan, padahal masing-masing sekolah kebutuhannya berbeda-beda,
untuk mengatasi masalah ini, maka pihak sekolah menggunakan dana
dana BOS, akan tetapi jika masih dirasakan belum cukup, maka pihak
sekolah meminta bantuan pada Komite Sekolah.
c. Pemakaian
Dalam masalah pemakaian, kendala yang dihadapi hampir tidak ada,
karena hampir semua sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan
baik tanpa ada suatu kendala, namun sebahagian kecil ada sarana yang
pengadaannya melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan
speknya dari pusat, barang tersebut ada sebahagian yang belum
dipergunakan.
d. Pencatatan/pengurusan

Dalam hal pencatatan atau pengurusan, yang menjadi kendala adalah
Sekolah Dasar tidak ada petugas Tata Usaha untuk mengurus masalah
pencatatan dan pengurusan sarana tersebut dan waktu yang dimiliki

Kepala Sekolah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kesibukan Kepala
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pencatatan dan pengurusan sarana tersebut dan waktu yang dimiliki
Kepala Sekolah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kesibukan Kepala
Sekolah yang sangat banyak. Untuk mengatasi masalah itu, maka Kepala
Sekolah meminta guru untuk membantu pencatatannya.
e. Pertanggungjawaban

Dalam masalah pertanggungjawaban dapat dikatakan hampir tidak ada
kendala yang dialami pihak sekolah, karena sekolah rutin melaksanakan
pertanggungjawaban baik berupa laporan bulanan maupun laporan pada

setiap tanggal 31 Agustus.

B. Manajemen Sarana Pendidikan di SDN Sango

Untuk mengetahui manajemen sarana pendidikan di Sekolah Dasar
Negeri se-kecamatan Jaya, SDN kedua yang dijadikan objek penelitian adalah
SDN Sango. Sama seperti halnya jalannya penelitian sebelumnya, untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian mewawancara dan
didukung dengan kusioner manajemen sarana pendidikan yang telah disiapkan
oleh penulis, agar diisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun
subjek penelitian yang ditemui dalam penelitian ini adalah para guru dan kepala
sekolah SDN Sango. Berdasarkan jawaban yang diberikan melalui angket, maka
dapat diuraikan mengenai manajemen sarana pendidikan di SDN Sango sebagai
berikut.
1. Penentuan Kebutuhan
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Penentuan kebutuhan merupakan awal dari pelaksanaan manajemen
sarana pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar. Penentuan kebutuhan
sangat penting, karena tanpa penentuan kebutuhan maka tidak akan diketahui
kebutuhan sarana pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran
proses belajar mengajar. Dalam proses ini sangat penting dilakukan
koordinasi antara guru dengan kepala sekolah, karena dalam praktek belajar
mengajar, yang mengetahui secara jelas kebutuhan sarana pendidikan adalah
guru, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar
adalah guru yang sangat utama, sedangkan kepala sekolah adalah hanya
sedikit waktunya untuk proses belajar mengajar selain sebagai penanggung
jawab umum dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah tersebut.
Oleh karena itulah dalam pelaksanaan penentuan kebutuhan ini dilakukan
rapat antara guru dengan kepala sekolah sebagai proses koordinasi dalam
penentuan kebutuhan sarana pendidikan di sekolah. maka pertanyaan pertama
yang diajukan dalam angket tentang penentuan kebutuhan ini adalah ada
tidaknya rapat dengan guru-guru yang dilakukan dalam rangka penentuan
kebutuhan sarana pendidikan disekolah.

Berdasarkan hasil jawaban pada angket dengan Kepala Sekolah dan
guru SDN Sango diketahui bahwa penentuan kebutuhan di SDN Sango secara
umum memang dilakukan dengan cara rapat yang dilaksanakan secara rutin
setiap tiga bulan, para guru dengan Kepala Sekolah. Sebagaimana halnya
yang dilakukan di SDN Lamno, maka dalam rapat penentuan kebutuhan
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Dari hasil jawaban pada angket dengan guru matematika SDN Sango
diketahui bahwa contoh kebutuhan vang pernah diajukannya dalam rapat
penentuan kebutuhan adalah benda-benda yag menunjukkan bangun ruang
tertentu, seperti kubus, jajaran genjang, persegi panjang, limas, kerucut,
lingkaran, dan lain-lain. Sarana tersebut diajukan karena dalam prakteknya,
anak-anak yang diberi pelajaran mengenai bangun ruang, pertama sangat
asing mendengar istilah-istilah bangun ruang dalam matematika. walaupun
mereka telah diberi gambar di papan tulis mengenai masing-masing bentuk
geometri akan tetapi tetap sulit untuk dipahami. Oleh karena itulah guru
matemetika tersebut kemudian mengajukan alat bantu belajar dalam rapat
penentuan kebutuhan agar diberi alat-alat peraga matematika terutama
tentang geometri bangun ruang sebagaimana diuraikan di atas. Oleh Kepala
Sekolah usulan tersebut disetujui dan dianggarkan dalam peruntukan alokasi
dana BOS yang ada.

Contoh usulan lain yang diusulkan adalah dari guru bahasa Indonesia
yang meminta agar disediakan buku-buku yang dapat dipinjamkan kepada
murid-murid terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini diajukan
karena dalam prakteknya guru tersebut menemui kenyataan bahwa murid
yang disarankan untuk membeli buku tertentu yang digunakan untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia, hanya sebagian kecil
yang dapat memenuhinya, sedangkan sebagian besar lainnya tidak memiliki

buku tersebut. Hal ini menyulitkan dalam proses pemberian pelajaran karena

78

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41801.pdf

murid yang tidak mempunvai buku tidak bisa mengikuti pelajaran dengan
baik. Adapun alasan yang diberikan murid ketika ditanya mengapa tidak
memiliki buku tersebut adalah karena tidak dibelikan oleh orang tuanya.
Padahal buku yang diwajibkan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang
kelancaran proses belajar mengajar, karena jika guru harus menuliskan setiap
isi dari buku tersebut, maka waktu pelajaran akan tersita oleh kegiatan
mencatat. Apalagi murid-murid SD mempunyai kecepatan mencatat yang
masih rendah. Akibatnya waktu untuk belajar menjadi tidak efektif. Oleh
karena itu guru bahasa Indonesia tersebut mengajukan usulan agar pihak
sekolah atau selanjutnya diusulkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh
Jaya dapat menyediakan buku-buku yang diperlukan, dan kemudian untuk
dipinjamkan pada murid-murid selama satu tahun, ketika ia menduduki kelas
tertentu.

Atas semua usulan yang diajukan oleh guru-guru, ditampung dan
dibahas bersama dalam rapat tersebut. Adapun ruang lingkup pembahasan
antara lain mengenai:

a. Manfaat langsung dan tidak langsung dari penyediaan sarana pendidikan
tersebut dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.
b. Cara pengadaan dari sarana yang diajukan, apakah akan dijadikan usulan
kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh
Jaya, ataukah akan diupayakan sendiri oleh pihak sekolah. Jika kebutuhan

tersebut termasuk kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda
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Jagi, maka sekolah akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut
dengan segera karena jika sarana tersebut diajukan kepad pihak Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, biasanya akan
lama pengadaannya.

Atas pertanyaan berikutnya dari angket, yaitu apakah dalam
penentuan sarana pendidikan tersebut ditetapkan skala prioritas, maka
diberikan jawaban sebagai berikut. Dalam penentuan kebutuhan di SDN
Sango selalu disusun skala prioritas. Penyusunan skala prioritas ini biasanya
dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Derajat kepentingan dari pengadaan sarana tersebut, dimulai dari yang
paling penting sampai dengan yang penting. Sebagai contoh dari ada tiga
usulan yang diberikan dalam rapat, yaitu pengadaan globe, buku, dan
meja. Atas ketiga usulan tersebut akan dipertimbangkan apakah sarana
tersebut masth bisa digantikan dengan sarana lain yang sudah ada,
ataukah ketiadaan sarana tersebut akan menghambat kelancaran proses
belajar mengajar, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

b. Besar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana pendidikan tersebut.
Biasanya untuk sarana yang harganya mahal, pihak sekolah menunda
pengadaannya karena harus mengajukan usulan ke pihak Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya atau meminta
bantuan dari para wali murid atau donatur untuk mendukung pengadaan

sarana tersebut.
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa praktek
penentuan kebutuhan di SDN Sango tidak jauh berbeda dari praktek
penentuan kebutuhan di SDN Lamno. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa
dalam masalah penentuan skala prioritas pertimbangan yang digunakan untuk
menentukan prioritas adalah hampir sama, yaitu derajat kepentingan dari
pengadaan sarana tersebut, dimulai dari yang paling penting sampai dengan
yang penting dan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi

pengadaan sarana pendidikan tersebut.

2. Proses Pengadaan
Masalah pengadaan sarana pendidikan merupakan aspek manajemen
sarana pendidikan yang sangat penting, karena dalam tahap inilah ditentukan
apakah sarana yang dibutuhkan dapat dipenuhi atau tidak. Akan tetapi bukan
berarti aspek lainnya tidak penting, hanya saja disinilah biasanya tantangan
terbesar yang dihadapi sekolah. Jika pada proses penentuan kebutuhan
sekolah hanya mengadakan rapat untuk membahas sarana apa saja yang
dibutuhkan oleh guru dan murid dalam menunjang pelaksanaan proses
kegiatan belajar mengajar, maka pada tahap ini bagaimana cara kebutuhan itu

bisa direalisasikan.
Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pengadaan sarana
pendidikan di SDN Sango diberikan pertanyaan melalui angket pada Kepala

Sekolah SDN Sango. Berdasarkan hasil jawaban angket tersebut dapat
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diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan di SDN Sango,
dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, dengan mengajukan usulan kepada
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Kedua, dengan cara
melakukan pembelian sendiri. Pembelian sendiri ini dilakukan jika kebutuhan
akan sarana pendidikan sudah ada dalam rencana pembiayaan dana BOS dan
dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar.

Cara pengadaan sarana pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekola
adalah dana yang bersumber dari dana BOS. Dana BOS ini merupakan dana
yang sudah dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kelancaran proses belajar
mengajar, termasuk untuk mengadakan sarana pendidikan. Akan tetapi dana
BOS ini biasanya sangat terbatas, jika biaya yang dibutuhkan besar, maka
tidak dapat dipenuhi semuanya dari dana BOS.

Untuk mencukupi dana BOS yang masih kurang tersebut, biasanya
pihak sekolah meminta bantuan dari pihak wali murid yang tergabung dalam
Komite Sekolah. Akan tetapi mengingat kemampuan wali murid sendiri
terbatas, maka dalam meminta bantuan dana dari para wali murid, pihak
sekolah biasanya tidak besar. Oleh karena itu sangat mungkin terjadi jika
dana yang dimintakan dari bantuan wali murid masih belum cukup untuk
mengadakan sarana pendidikan yang dimaksud. Untuk itu sumber dana
terakhir yang dapat digunakan untuk pengadaan sarana pendidikan adalah
dana bantuan dari masyarakat lainnya. Dana bantuan dari masyarakat lainnya

ini misalnya dari salah seorang tokoh masyarakat yang peduli dan
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mempunyai kelebihan dana, yang dengan suka rela disumbangkan kepada
sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tahap pengadaan sarana
pendidikan ini merupakan tahap yang paling berat dan penuh perjuangan dari
pihak sekolah, khususnya mengenai pengadaan dana. Semua ini dikarenakan
keterbatasan dana Biaya Operasional Sekolah dan jika menunggu dari pihak
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, maka memerlukan waktu yang
lama, padahal sarana tersebut segera diperlukan. Fenomena yang sama juga
didapatkan dari hasil penelitian di SDN Lamno, yaitu pihak kepala sekolah
memerlukan waktu lama dalam memenuhi kebutuhan tersebut apalagi kalau
menunggu dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh
Jaya. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena tugas guru dan kepala
sekolah sudah cukup berat dalam melaksanakan proses belajar mengajar,
demikian juga dengan orang tua murid, walaupun mereka biasanya mau
memberi bantuan jika diminta oleh pihak sekolah, akan tetapi hal ini tidak
boleh dijadikan sebagai kebiasaan karena orang tua murid juga mempunyai
keterbatasan kemampuan ekonominya.

3. Pemakaian

Masalah pemakaian merupakan masalah yang paling mudah dalam
manajemen sarana pendidikan. Hal ini dikarenakan sarana pendidikan itu
sudah siap tersedia dan tinggal memanfaatkan. Akan tetapi sarana pendidikan

itu tidak hanya digunakan saja, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan
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pada akhirnya. Oleh karena itu pemakaian sarana pendidikan harus dilakukan
dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban dalam pemakaian.

Untuk mengetahui bagaimana praktek manaiemen pemakaian sarana
pendidikan di SDN Sango dilakukan melalui pemberian angket pada kepala
SDN Sango. Dari hasil jawaban pada angket diketahui bahwa pemakaian
sarana pendidikan di SDN Sango telah diperhatikan seiak dari awal barang itu
datang sampai dengan nanti dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Atas pertanyaan bagaimanakah prosedur pengetesan dan pencobaan
sarana pendidikan baru. maka diberikan iawaban sebagai berikut. Tidak
semua barang dilakukan pengetesan, biasanya hanya barang elektronik saja
yang dites, misalnya komputer. Pengetesan diserahkan kepada salah seorang
guru vang memounvai kemamouan dalam mengoperasikan komouter itu. Jika
guru tersebut menyatakan bahwa komputer dalam kondisi baik dan siap
dipakai, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat dipercaya karena dilakukan
oleh guru vang telah mampu mengonerasikannva. Akan tetani untuk sarana
pendidikan yang bukan berbentuk komputer atau barang-barang lainnya,
maka pengetesan dapat dilakukan oleh sembarang guru karena untuk
mengetes alat tersebut tidak dibutuhkan keterampilan khusus. Adapun barang
yang tidak membutuhkan pengetesan khusus ini misalnya meja, kursi, papan
tulis, dan lain-lain. Jawaban yang diberikan Kepala SDN Sango ini sama

dengan iawaban vang diberikan Kepala SDN Lamno. bahwa vang melalui
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prosedur pengetesan hanvalah barang-barang vang merupakan barang
elektronik saja.

Atas npertanvaan sianakah vang bertanggungiawab iika sarana
pendidikan rusak ketika sedang dipakai dan bagaimana bentuk
pertanggungjawabannya, diberikan jawaban sebagai berikut. Jika sarana
pendidikan rusak dalam pemakaian. maka vang bertanggungiawab dalam
memperbaiki kerusakan itu adalah pihak sekolah. Biasanya pihak sekolah
meminta salah seorang guru untuk memperbaiki kerusakan tersebut, namun
iika kerusakannva tidak dapat diperbaiki sendiri. maka diminta orang dari
luar untuk memperbaikinya.

Atas pertanyaan lanjutan, siapa vang bertanggung jawab jika
kerusakan dikarenakan kelalaian. Diberikan iawaban bahwa iika kerusakan
itu memang benar-benar karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, maka
tanggung jawab memperbaiki tetap dipikul oleh sekolah. Kecuali jika
kerusakan itu disengaia. Akan tetani selama int belum pernah ditemui kasus
terjadinya kerusakan sarana pendidikan karena faktor kesengajaan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perbaikan kerusakan sarana
pendidikan karena pemakaian sepenuhnva meniadi tanggungiawab sekolah.
termasuk jika kerusakan terjadi karena faktor kelalaian.

4. Pencatatan/Pengurusan
Kegiatan pencatatan merunakan kegiatan vang paling sering

mengalami masalah, yaitu berupa tidak adanya buku dan kartu inventaris
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barang vang menjadi sarana pendidikan. Hal inilah vang ditemui di SDN
Sango. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pihak sekolah
tidak memiliki buku dan kartu inventaris barang vang meniadi sarana
pendidikan semenjak sekolah ini didirikan. Oleh karena itu ketika penulis
meminta arsip berupa kedua benda tersebut, maka pihak sekolah tidak dapat
memberikan. hanvalah pada tahun berialan. Padahal semua barang vang
menjadi sarana pendidikan seharusnya didokumentasikan dengan tertib dan
rapi. Apalagi ada kegiatan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap
tahunnva.

Demikian juga ketika ditanya tentang buku penghapusan barang,
dijawab bahwa pihak sekolah tidak pernah mengarsipkan peghapusan barang,
sehingga tidak memiliki buku penghapusan barang. ketika ditanva apakah
sekolah pernah melakukan penghapusan barang, maka dijawab pernah. Hal
ini menunjukkan bahwa manajemen sarana pendidikan di SDN Sango masih

sangat iauh dari vang diharapkan.

5. Pertanggungjawaban
Aspek pertanggungjawaban merupakan aspek terakhir dari
manajemen sarana pendidikan. Aspek ini sangat penting dalam rangka
mengetahui apakah barang vyang dijadikan sarana pendidikan benar-benar

dimanfaatkan sesuai dengan vperuntukannva. Selain itu  aspek
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pertanggungjawaban ini akan dijadikan dasar untuk mengetahui kebutuhan
sarana pendidikan di sekolah oleh Dinas Pendidikan.

Untuk mengetahui bagaimana praktek nertanggungiawaban di SDN
Sango diperoleh melalui angket dari hasil jawaban kepala SDN Sango. Dari
hasil jawaban tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban
sarana pendidikan di SDN Sango dilakukan secara rutin setiao tahun sekali.
Pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertulis setiap tanggal 31 Agustus.

Jawaban yang diberikan kepala SDN Sango ini sama dengan yang
diberikan kepala SDN Lamno. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan di atas
bahwa SDN Sango tidak memiliki buku inventaris pendidikan sehingga tidak
memiliki  catatan  mengenai  sarana  pendidikan vyang  akan
dipertanggungiawabkan. Oleh karena itu penulis menanvakan bagaimana cara
kepala SDN Sango mengisi form pertanggungiawaban karena tidak memiliki
buku inventaris yang dijadikan dasar pelaporan.

Atas pertanvaan ini maka dilawab bahwa sebelum masa
pertanggungjawaban tiba, pihak sekolah akan mengadakan buku inventaris
sekolah dengan cara mendata ulang semua sarana pendidikan yang menjadi
inventaris sekolah. Akan tetapi di sini ada kelemahannva. vaitu tidak
diketahui tanggal pasti kapan dilaksanakan pembelian atau pemberian
bantuan sarana pendidikan dari pihak Dinas Pendidikan. Untuk itu pihak
sekolah akan mengatasinva dengan cara meminta data dari sekolah dasar

negeri lain yang sewilayah, untuk mengetahui kapan Dinas Pendidikan
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Kabupaten Aceh Jaya memberikan sarana pendidikan kepada Sekolah Negeri
Sango. Hal ini dapat dilakukan karena secara umum untuk bantuan yang
berasal dari nihak Dinas Pendidikan Kabunaten Aceh Java. semua sekolah
menerimanya bersamaan. Di lain pihak untuk sarana pendidikan yang
diadakan sendiri oleh sekolah baik dengan menggunakan dana BOS maupun
dana Komite Sekolah dapat dilihat tangeal pembeliannva dari struk belania
barang inventaris tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah dengan cara tersebut tidak
akan ditemui masalah dikemudian hari. maka diiawab bahwa pihak Dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh Java tidak mengetahuinya, karena selama ini
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya tidak pernah melakukan
nenelitian langsung kenada Sekolah tentang buku inventaris sekolah. Karena
sudah ada laporan vang diberikan oleh Kepala Sekolah.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ada tidaknya sanksi yang
diberikan kenada sekolah iika ternvata lanoran vang disusun tidak benar.
maka diberikan jawaban sebagai berikut. Pihak Dinas Pendidikan tidak
pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke sekolah. Demikian juga
tidak pernah memberikan sanksi kebada sekolah. Jadi dalam hal ini pihak
Kepala Sekolah tidak merasa salah kalau pelaksanaan manajemen sarana
pendidikan tidak dijalankan dengan tertib dan benar.

Dari iawaban vang diberikan kepala SDN Sango di atas. dapat

diketahui bahwa banyak sekali kekurangan dalam masalah pelaksanaan
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pertanggungjawaban  ini.  Sekolah  dapat “merekayasa” laporan
pertanggungjawaban kepada pihak atasan, sedangkan pihak atasan sendiri
tidak mempunyai peraturan yang memuat sanksi atas laporan dari Kepala
Sekolah.
Selanjutnya untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pihak SDN
Sango dalam semua aspek pelaksanaan manajemen sarana pendidikan, maka
diberikan tabel hambatan dan cara penyelesaian yang ditempuh sekolah
dalam mengatasi hambatan. Dari hasil pengisian bentuk-bentuk hambatan
yang dihadapi, maka dapat diuraikan hambatan dan cara mengatasinya
sebagai berikut.
a. Penentuan kebutuhan
Guru yang mengajukan kebutuhan sarana pendidikan menginginkan agar
sarana yang diajukannya dipenuhi, padahal ada skala prioritas yang
membuat adanya kebutuhan yang diajukan belum tentu masuk dalam
skala prioritas. Hal ini membuat guru menjadi tidak bisa melaksanakan
kegiatan belajar mengajar dengan optimal. Untuk mengatasi masalah ini,
biasanya sarana yang pada saat sebelumnya belum masuk skala prioritas
disuruh ajukan lagi pada rapat berikutnya, jika kebutuhan tersebut
memang masih ada. Usulan kebutuhan yang sudah diajukan dua kali
berturut-turut biasanya dipenuhi, karena hal ini menunjukkan bahwa
memang kebutuhan itu penting untuk diadakan.

b. Proses pengadaan
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Masalah pengadaan yang dihadapi SDN Sango sama dengan yang
dihadapai SDN Lamno, yaitu masalah dana pengadaan. Masalah
pengadaan yang lain selain dana adalah masalah waktu pengadaan.
Masalah dana muncul karena belum tentu yang diusulkan oleh guru dapat
disediakan oleh sekolah karena kemampuan dana BOS yang dimiliki
sekolah terbatas. Untuk masalah dana ini biasanya diatasi dengan
menggunakan bantuan komite sekolah. Masalah lain yang dihadapi
adalah waktu pengadaan, waktu pengadaan yang dimaksud adalah jika
sekolah mengajukan permohonan bantuan sarana pendidikan kepada
pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya,
maka biasanya waktu pemenuhannya lama. Kadang kala sampai dua
tahun tetap belum ada realisasi. Selain itu seringkali pihak Dinas
Pendidikan memberikan sarana pendidikan, tetapi tidak sesuai dengan
kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Pendidikan
memberikan bantuan secara massal, sehingga semua sekolah diber
bantuan yang sama, padahal masing-masing sekolah mempunyai
kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah
terpaksa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menggunakan dana
BOS yang tersedia kalau juga tidak dapat mencukupi maka meminta

bantuan Komite Sekolah.
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c. Pemakaian
Dalam hal pemakaian, kendala yang dihadapi adalah ketika sebuah sarana
pendidikan rusak dan harus adanya perbaikan dan tidak bisa diperbaiki
oleh guru, maka untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara
memanggil tukang untuk memperbaiki sarana pendidikan yang rusak, dan
ini iama proses yang dilakukan oleh kepala sekolah.

d. Pencatatan/pengurusan
Hambatan yang dialami SDN Sango dalam masalah pencatatan adalah
hilangnya buku dan kartu inventaris barang. Padahal untuk dasar laporan
pertanggungjawaban buku dan kartu inventaris ini memegang peranan
yang sangat penting. Untuk itu diatasi dengan cara mengadakan buku
inventaris baru dengan meminjam buku inventaris dari sekolah lain untuk
mengetahui tanggal masuk barang inventaris yang diberikan oleh pihak
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, untuk melakukan pencatatan
barang inventaris yang berasal dari pengadaan yang dilakukan oleh
sekolah, maka digunakan struk belanja barang tersebut. Dengan cara ini
diperoleh buku inventaris baru yang menggantikan buku inventaris lama
yang hilang.

e. Pertanggungjawaban
Sebagaimana diketahui dari hasil jawaban pada angket dengan Kepala

SDN Sango, bahwa dalam masalah pertanggungjawaban ini tidak ada
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e. Pertanggungjawaban

Sebagaimana diketahui dari hasil jawaban pada angket dengan Kepala

SDN Sango, bahwa dalam masalah pertanggungjawaban ini tidak ada

hambatan yang berarti. Satu-satunya hambatan yang dialami adalah

ketiadaan buku dan kartu inventaris barang.

C. Manajemen Sarana Pendidikan di SDN Lhuet

SDN Lhuet adalah sampel terakhir yang diambil dari Sekolah Dasar
Negeri se-kecamatan Jaya dalam hal manajemen sarana pendidikan. SD Negeri
Lhuet ini secara geografis berdekatan dengan SD Negeri Lamno, dan secara
administrasi mempunyai bentuk manajemen sarana pendidikan yang hampir
sama dengan SDN Sango, dan pertanggungjawaban pengelolaan sarana
manajemen pendidikan belum begitu jelas. Untuk mengetahui lebih detail
mengenai pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SDN Lhuet, maka
dilakukan penelitian mengenai manajemen sarana pendidikan di SDN Lhuet.

Penelitian di SDN Lhuet ini sama halnya seperti jalannya penelitian di
SDN Lamno dan di SDN Sango sebelumnya, untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan dalam penelitian melalui mewawancara dan didukung dengan
kusioner manajemen sarana pendidikan yang telah disiapkan oleh penulis agar
diisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun subjek penelitian
yang ditemui dalam penelitian ini adalah para guru dan Kepala Sekolah Dasar
Negeri Lhuet. Berdasarkan hasil jawaban melalui mewawancara, maka dapat
diuraikan mengenai manajemen sarana pendidikan di SDN Lhuet sebagai berikut.
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1. Penentuan Kebutuhan

Penentuan kebutuhan di SDN Lamno dilakukan dengan cara rapat
penentuan kebutuhan. Demikian juga dalam hal penentuan kebutuhan di SDN
Lhuet. Namun permasalahannya menjadi berbeda, karena rapat awal tahun
untuk penentuan kebutuhan dalam rangka proses belajar mengajar di SDN
Lhuet dilakukan sering terlambat, maka untuk menangani masalah ini guru
hanya memakai peralatan seadanya, Oleh karena itu dalam rapat penentuan
kebutuhan di SDN Lhuet berlangsung rumit dikarenakan keterlambatan rapat
penentuan kebutuhan yang masing-masing guru menginginkan semua
usulannya dapat dipenuhi, sekalipun usulan-usulan guru tersebut akhirnya
juga diurutkan berdasarkan prioritas. Keadaan seperti ini justru membuat
tidak terpenuhinya usulan-usulan kebutuhan sarana pendidikan yang
diinginkan dan menjadi terkendala.

Untuk mengetahui tanggapan kepala sekolah atas fenomena tersebut,
maka dilakukan penelitian melalui wawancara dan di dukung dengan
kusioner dengan kepala sekolah SDN Lhuet dengan hasil sebagai berikut.
Rapat penentuan kebutuhan di SDN Lhuet dilaksanakan tiga bulan sekaii.
Pada prinsipnya dengan dilaksanakannya rapat ini akan dilakukan koordinasi
dan dengar usulan dari guru mengenai sarana-sarana apa saja yang
dibutuhkan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Akan tetapi dalam prakteknya, para guru merasa usulannya yang paling
utama dan menginginkan agar sarana yang diusulkannya dapat dipenuhi.
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Kepala sekolah yang memimpin rapat dan mengadakan penyaringan kembali
mengenai penting tidaknya sarana yang diajukan tersebut. Biasanya setiap
habis rapat didapatkan sejumlah usulan sarana yang ditetapkan sebagai
perioritas namun hanya beberapa kebutuhan yang direalisasikan, sehingga
enggan untuk mengadakan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Untuk melakukan pengecekan pendapat Kepala Sekolah, dilakukan
penelitian ini melalui angket dengan para guru. Menurut para guru memang
benar itulah yang terjadi di SDN Lhuet pada saat rapat penentuan perioritas
kebutuhan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap kepala sekolah tersebut
tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Oleh karena
itulah para guru cenderung menginginkan adanya perubahan sistem
manajemen di SDN Lhuet ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil jawaban pada angket dengan kepala sekolah dan
guru-guru SDN Lhuet tersebut dapat diketahui bahwa tahap penentuan
kebutuhan di SDN Lhuet dapat dikatakan belum baik sebagaimana
diharapkan dalam pelaksanaan majemen. Hal ini dapat diketahui dari jawaban
kepala sekolah bahwa akhirnya usulan-usulan sarana pendidikan yang
diajukan guru akhirnya tidak semua direalisasikan. Bagi guru sendiri mereka
menganggap bahwa hal itu terjadi karena  kepala sekolah kurang

berkompeten untuk melaksanakan tugasnya, Hal ini tidak boleh dibiarkan

dirugikan adalah pihak sekolah dalam hal ini anak didik. Apalagi usulan
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sarana pendidikan yang diajukan oleh guru yang sangat mendesak dan
penting, namun masih ada vang tidak direalisasikan. Padahal dalam kegiatan
belajar mengajar. sarana pendidikan sangat penting untuk menunjang

kelancaran kegiatan belajar mengajar.

2. Proses Pengadaan

Proses pengadaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
pelaksanaan manajemen sarana pendidikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan
yang telah diusulkan dalam rapat penentuan kebutuhan akan dipenuhi pada
tahap ini. Dalam langkah proses pengadaan ini mencakup pula langkah
perencanaan sarana pendidikan di sekolah-sekolah, cara pengadaan sarana
pendidikan dapat melalui Droping dari atas dan mengadakan sendiri.
Meskipun demikian fungsi perencanaan dan pengadaan harus tetap
diperhatikan secara cermat. Pengadaan alat pelajaran tidak sama dengan
mengadakan perabot (meja kursi), untuk proses pengadaan alat pelajaran
diperlukan pertimbangan yang lebih banyak dan matang serta semuanya
bersifat edukatif.

Untuk SDN Lhuet ini dalam melaksanakan proses pengadaan sedikit
terkendala, akibat pada saat pencntuan kebutuhan saja sudah terjadi
kekacauan manajemen, maka kekacauan ini akan berlanjut pada tahap
pengadaan, hal ini dikarenakan tahap pengadaan adalah merupakan lanjutan

dari hasil rapat penentuan kebutuhan yang telah dilaksanakan.
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Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pengadaan sarana
pendidikan ini, maka dilakukan pemberian angket pada kepala sekolah SDN
Lhuet. Berdasarkan hasil jawaban pada angket yang dilakukan dapat
diketahui bahwa selama setahun sejak dirinya menjadi kepala sekolah, belum
maksimal pembelian sarana pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Hal ini dikarenakan pihak sekolah belum banyak merealisasikan hasil dari
rapat penentuan kebutuhan. Kebutuhan ini juga telah diusulkan oleh para
guru untuk selanjutnya kepala sekolah mengusulkan ke pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya. Akan tetapi pihak
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya belum dapat
merespon secara cepat dikarenakan sistem perencanaan melalui Dinas
pendidikan baru ada setahun kemudian. Untuk memenuhi kebutuhan sarana
pendidikan ini, maka pihak sekolah menggunakan dana BOS yang ada, Untuk
mengetahui lebih jelas mengenai keterangan dari kepala sekolah tersebut,
dilakukan jawaban pada angket dengan para guru. Ternyata para guru
membenarkan apa yang dikemukakan kepala sekolah. Memang benar bahwa
setiap tahun ajaran baru dalam proses pengadaan barang yang dibutuhkan
oleh sekolah selalu terlambat. Maka akibatnya manajemen di sekolah ini
kurang baik, Oleh karena itu sangat mendesak bagi sekolah untuk segera
memperbaiki sistem manajemen sarananya, karena jika hal ini sudah
diketahui oleh orang tua murid, bukan mustahil peminat sekolah ini menjadi

berkurang.

96

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41801.pdf

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan manajemen
pengadaan sarana pendidikan SDN Lhuet belum menjalankan sebagaimana
yang diharapkan dalam sistem manajemen sarana pendidikan dan belum

maksimal dalam menggunakan dana BOS sebagaimana petunjuk juknis.

3. Pemakaian

Pemakaian sarana pendidikan di SDN Lhuet, sama seperti halnya
kedua SDN terdahulu yang dijadikan objek penelitian ini, maka dalam hal
pemakaian tidak ada masalah yang berarti dihadapi oleh SDN Lhuet. Untuk
mengetahui lebih jauh mengenai praktek manajemen pemakaian sarana
pendidikan di SDN Lhuet dilakukan penelitian melalui wawancara dengan
Kepala SDN Lhuet

Atas pertanyaan bagaimanakah prosedur pengetesan dan pemeriksaan
sarana pendidikan baru, maka diberikan jawaban kurang lebih sama dengan
jawaban Kepala SDN Lamno dan Sango. Tidak semua barang baru dilakukan
pengetesan, biasanya hanya barang elektronik saja yang dites, misalnya
komputer. Pengetesan diserahkan kepada salah seorang guru yang
mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer itu. Jika guru
tersebut menyatakan bahwa komputer dalam kondisi baik dan siap dipakai,
maka hasil pemeriksaan tersebut dapat dipercaya karena dilakukan oleh guru

yang telah mempuyai ilmu tentang Komputer dan mampu
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mengoperasikannya. Akan tetapi untuk sarana pendidikan yang bukan
berbentuk komputer atau barang elektronik lainnya. maka pengetesan dapat
dilakukan oleh guru-guru yang lain selain guru yang menguasai Komputer.
karena untuk mengetes alat tersebut tidak dibutuhkan keterampilan khusus.

Atas pertanyaan siapakah yang bertanggungjawab jika sarana
pendidikan rusak ketika sedang dipakai dan bagaimana bentuk
pertanggungjawabannya, diberikan jawaban yang juga sama dengan jawaban
kedua SDN yang penulis teliti sebelumnya, intinya adalah Jika sarana
pendidikan rusak dalam pemakaian, maka yang bertanggungjawab dalam
memperbaiki kerusakan itu adalah pihak sekolah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam hal pemakaian sarana
pendidikan tidak ada masalah yang dialami SDN Lhuet. Semua bisa berjalan
lancar dan jika ada kerusakan sarana pendidikan, maka hal itu sepenuhnya

menjadi tanggungjawab sekolah.

4. Pencatatan/Pengurusan
Untuk masalah kegiatan pencatatan/pengurusan ini SDN Lhuet
termasuk sekolah yang selalu mencatat barang inventaris sekolah. Hal ini
dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa buku inventaris yang dimiliki
sekolah ini termasuk lengkap catatannya. Jadi walaupun mereka kurang
aktif kepala sekolah, namun kegiatan pencatatan inventaris sekolah tetap

rutin dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh guru sekolah yang ditunjuk oleh
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Kepala Sekolah. Semua itu dilakukan karena guru sekolah tersebut agar
sekolahnya tetap lebih baik dalam pencataan.

Untuk masalah pencatatan penghapusan barang inventaris. ternyata
sama seperti halnya kedua SDN sebelumnya yang diteliti, bahwa SD Lhuet
juga tidak memiliki pembukuan tentang penghapusan barang-barang yang
sudah rusak, dalam hal ini barang-barang yang sudah rusak tersebut juga
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sekolah dengan alasan bahwa dari
pada dibuang lebih baik dimanfaatkan.

Adanya praktek pemanfaatan barang inventaris sekolah yang sudah
rusak oleh masyarakat sebenarnya tidak bisa, kalau tidak diiringi dengan
pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan berita acara penghapusan
barang terlebih dulu. Akan tetapi karena selama ini pemanfaatan tersebut
hanya dilakukan begitu saja dan tidak pernah dipertanggungjawabkan, maka

menurut penulis hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus.

5. Pertanggungjawaban
Dari hasil jawaban pada angket yang dilakukan dengan Kepala
sekolah SDN  Lhuet, dapat  diketahui bahwa pelaksanaan
pertanggungjawaban yang dilakukan SDN Lhuet pada dasarnya sama saja
dengan yang dilakukan oleh SDN Lamno dan SDN Sango. Pelaksanaan

pertanggungjawaban sarana pendidikan di SDN Lhuet dilakukan secara rutin
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setiap tahun sekali. Pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertulis setiap
tanggal 31 Agustus.

Dalam hal laporan pertanggungjawaban SDN Lhuet tetap aktif. karena
yang menjadi penanggungjawab sekolah dalam melaksanakan laporan
pertanggungjawaban adalah Kepala Sekolah, namun tidak ada masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan laporan. Hal ini dikarenakan bentuk
laporan itu telah dibuat dalam formulir yang tinggal diisi sesuai dengan
keadaan nyata di sekolah. Adapun dasar pengisian formulir itu adalah buku
inventaris sekolah yang dalam hal ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

Selanjutnya untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pihak SDN
Lhuet dalam semua aspek pelaksanaan manajemen sarana pendidikan, maka
diberikan tabel hambatan dan cara penyelesaian yang ditempuh sekolah
dalam mengatasi hambatan. Dari hasil pengisian bentuk-bentuk hambatan
yang dihadapi, maka dapat diuraikan hambatan dan cara mengatasinya
sebagai berikut.

a. Penentuan kebutuhan
Dalam pelaksanaanpenentuan kebutuhan, hambatan yang ditemui adalah
terlambatnya rapat penentuan kebutuhan, akibatnya adalah terlambatnya
proses langkah berikutnya yaitu dalam pengadaan sarana pendidikan yang
dibutuhkan dalam penggunaan proses belajar mengajar di sekolah, untuk

mengatasi masalah ini masing-masing guru
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Memakai atau menggunakan sarana pendidikan yang sudah ada atau yang
tersisa tahun sebelumnya.

b. Proses pengadaan
Masalah pengadaan yang dihadapi SDN Lhuet adalah tidak jelas masalah
penentuan rencana kebutuhan yang disepakati, sehingga pengadaan tidak
terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi masalah sarana yang dibutuhkan
maka dilihat langsung dilapangan apa yang sangat dibutuhkan dalam
proses belajar mengajar oleh wakil kepala Sekolah tersebut dan sekolah
menggunakan sumber dana untuk pengadaan sarana pendidikan dari dana
BOS dan apabila masih kurang baru meminta sumbangan dari Komite
sekolah.

c. Pemakaian
Dalam masalah pemakaian, kendala yang dihadapi hampir tidak ada,
karena hampir semua sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan
baik tanpa ada suatu kendala, namun sebahagian kecil ada sarana yang
belum digunakan, yang pengadaannya karena barang tersebut tidak terlalu
dibutuhkan.

d. Pencatatan/pengurusan
Dalam hal pencatatan atau pengurusan, yang menjadi kendala adalah
Kepala Sekolah yang tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya

disekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut kepala sekolah
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menunjuk seorang guru sebagai fungsi tata usaha untuk mencatat sarana
sekolah.

e. Pertanggungjawaban
Dalam masalah pertanggungjawaban hampir tidak ada kendala yang
dialami pihak sekolah, karena sekolah selalu melaporkan laporan tentang
pertanggungjawaban baik berupa laporan bulanan maupun laporan pada
setiap tanggal 31 Agustus, sehingga tidak ada hambatan yang dihadapi

sekolah.

D. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat diketahui
bahwa dari ketiga SDN yang menjadi objek penelitian, belum satupun yang
menerapkan manajemen sarana pendidikan sesuai dengan teori manajemen
sarana pendidikan. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang ditemukan antara
lain:
1. Tidak memanfaatkan rapat penentuan kebutuhan untuk membahas hal-hal
yang seharusnya dibahas (SDN Lhuet).
2. Tidak mempunyai buku inventaris sehingga inventarisasi barang tidak bisa
diketahui dengan baik (SDN Sango).
3. Merekayasa buku inventaris karena buku inventaris lama hilang (SDN

[Lamno).
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4. Tidak melaksanakan pembukuan penghapusan barang inventaris (SDN

[Lamno, Sango. dan Lhuet).

s o

idak membuat berita acara penghapusan barang inventaris (SDIN Lanuii:

W

SDN Sango, SDN Lhuet).

6. Menggunakan barang inventaris yang sudah rusak tetapi tidak ada
penghapusan uniuk keperluan diluar kepeniingain sekolah tanpa melaporkan
ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya (SDN Lamno, SDN Sango,
SDN Lhuet).

Hambaian yang dihadap oleh setiap sekolah hampir semua sama
minimnya kegiatan yang berhubungan dalam meningkatkan kualitas pengetahuan
guru. Hal itu berdampak pada minimnya informasi yang dapat diajarkan kepada
murid-murid  SDN di Kabupaten Aceh Jaya (SDN Lamno, SDN Sango, SDN
Lhuet).

Minimnya anggaran juga berdampak pada kurangnya fasilitas yang dapat
mendukung Kreatifitas Siswa disekoiah Dasar di Kabupaten Aceh Jaya, peraiatan
yang harusnya dapat menunjang kreatifitas Siswa SDN Lamno, SDN Sango dan
SDN Lhuet.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa semua sekolah
melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan manajemen s3arana pendidikan.
Walaupun tingkat pelanggarannya persentasenya masih dalam wilayah toleransi
yaitu SDN Lamno, Sango dan SDN Lhuet. Adapun penyebabnya di SDN Lhuet

adalah karena kurang aktif kepala sekolah sehingga terlambatnya penentuan
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kebutuhan. sedangkan penyebabnya di SDN Sango adalah karena buku inventaris
sekolah tidak ada. Dilain pihak, untuk SDN Lamno secara umum sudah baik,
bahkan sudah pernah diusahakan membuat sistem pembukuan inventaris barang
secara computerized akan tetapi komputer tersebut rusak berat tidak di perbaiki.
Oleh karena itu seharusnya diadakan back up data sebagai cadangan di komputer
lainnya atau dalam bentu CD. Adanya back up dala i akan membuai data yang
hilang bisa di-copy kembali dari data cadangan yang ada.

Apapun alasan pelanggaran manajemen sarana pendidikan tersebut, hal
1tu tidak poieh terjadi. Sarana pendidikan merupakan eiemen yang sangai peniing
dalam menunjang prestasi belajar siswa. Jika kegiatan belajar mengajar tidak
didukung oleh sarana pendidikan yang memadai, maka akan menghambat prestasi
belajar siswa.

Sebagaimana diketahvi pengertian prstasi belajar adalah “kesanggupan
melakukan sesuatu yang lebih dari yang ditentukan” (Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1997:25). Menurut Dimyau dan Mudjiono (2002:98), prestasi adaiah
“keberhasilan”. Di lain pihak menurut Mulyasa (2003:37) prestasi merupakan
perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. McAhsan (dalam Mulyasa, 2603:38)
mengemukakan bahwa prestasi adalah pengetahuan dan keterampilan, yang
dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat
memadukan aspek kognitif, afektil, dan psikomotorik dengan sebaik-baitknya.

Dalam kaitannya dengan belajar, Finch dan Crunkilton (dalam Mulyasa, 2003:38)
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mengartikan prestasi dalam belajar sebagai penguasaan terhadap suatu tugas,
keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan
dalam belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mencakup tugas.
keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk
dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan
terieniu.

Berdasarkan pengertian prestasi belajar tersebut dapat diketahui bahwa
prestasi siswa dalam belajar adalah penguasaan terhadap suatu tugas,
keterampilan, sikap, dan  dapresiasi  yang  diperiukan  uniuk  menunjang
keberhasilan dalam belajar.

Untuk menunjang prestasi belajar siswa seperti yang diharapkan, sarana
pendidikan memegang perandan yang sangai peniing. Walaupun siswa dapai
membaca bukv atau mendengarkan penjelasan dari guru, namun itu belum cukup
untuk mengantarkan siswa mencapai prestasi belajar yang optimal. Oleh karena
itulah sangat penting bagi sekoiah untuk menjaga sarana pendidikan agar selaiu
tersedia disaat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Cara untuk
memenuhinya adalah dengan melaksanakan dengan baik manajemen sarana
pendidikan yang terdiri dari peneituan kebuiuhan, proses peigadaal, peinakaiai,
pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban. Kelima aspek ini harus
dilaksanakan dengan tanpa kecuali, karena masing-masing aspek memiliki

peranan peniing dalam menunjang ketersediaan sarana pendidikan bagi siswa.
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Melalui kegiatan penentuan kebutuhan, akan diidentifikasi kebutuhan
sarana pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran proses belajar
mengajar. Melalui proses pengadaan akan dilakukan pemenuhan sarana
pendidikan yang sudah ditentukan dalam tahap penentuan kebutuhan. Melalui

kegiatan pemakaian, akan dimanfaatkan sarana pendidikan dalam kegiatan

» .

belajar  mengajar scsual  dengan  peruniukannya.  Melalui  kegiatan
pencatatan/pengurusan akan dilakukan pencatatan/pengurusan adalah kegiatan
pencatatan semua barang inventaris yvang ada, dan melalui pertanggungjawaban
akan dipertanggungjawabkan semua hal yang ierkait dengan sarana pendidikan
kepada pihak atasan, antara lain jumlah. jenis, dan keadaan terakhir sarana
pendidikan.

Kelima aspek tersebut mempunydi peranan masing-masing, vang tidak
boleh diabaikan satu sama lain. Jika kelima aspek tersebut terlaksana dengan

baik, maka diharapkan prestasi belajar siswa akan meningkat karena ditunjang

oleh tersedianya sarana beiajar yang memadai.
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BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-
Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dalam aspek penentuan kebutuhan,
proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan
pertanggungjawaban ada yang sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan,
tetapi ada juga yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Pelaksanaan
manajemen sarana pendidikan yang sudah sesuai adalah dalam hal proses
penentuan kebutuhan, proses pengadaan, dan pemakaian, sedangkan aspek
yang belum sesuai adalah aspek  pencatatan/pengurusan  dan
pertanggungjawaban. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah:

a. Terdapat sekolah yang tidak mempunyai buku inventaris sarana
pendidikan. Padahal keberadaan buku inventaris ini mutlak diperlukan
unwuk mendapatkan manajemen sarana pendidikan yang baik.

b. Semua sekolah yang diteliti tidak melaksanakan proses penghapusan
barang inventaris sehingga pertanggungjawaban barang yang dihapus
tidak jelas.

c. Tidak ada berita acara penghapusan barang inventaris. Sebagaimana

dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan penghapusan barang tidak
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pernah dipertanggungjawabkan, sehingga berita acara penghapusan
barang juga otomatis tidak ada.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen sarana
pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan
penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. Penentuan kebutuhan
Dalam penentuan kebutuhan hambatan yang dihadapi adalah sekolah
sudah mengajukan daftar permohonan kebutuhan sekolah, akan tetapi
pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga masih lama baru
merespon kebutuhan tersebut. Kadang kala sampai tiga tahun tetap belum
ada realisasinya. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah tidak menunggu
lebih lama lagi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
dengan menggunakan dana BOS yang tersedia dan dengan bantuan
sukarela dari orang tua murid. Apalagi bentuk bantuan yang diberikan
pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Aceh Jaya
seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan
pihak Dinas pendidikan, Pemuda dan OlahRaga memberikan bantuan
secara massal, sehingga semua sekolah diberi bantuan yang sama, padahal
masing-masing sekolah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
Menghadapi kenyataan demikian, maka pengadaan sendiri merupakan

solusi dari kendala yang ada.
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b. Proses pengadaan
Dalam proses pengadaan hambatan yang sering muncul adalah masalah
dana pengadaan. Apalagi jika dana vang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah dana
ini, maka pihak sekolah menggunakan dana BOS yang tersedia, akan
tetapi jika masih dirasakan kurang, maka pihak sekolah meminta bantuan
kepada orang tua murid.

c. Pemakaian
Dalam masalah pemakaian, kendala yang dihadapi hampir tidak ada,
karena semua sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa
ada suatu kendala.

d. Pencatatan/pengurusan
Dalam hal pencatatan atau pengurusan, yang menjadi kendala adalah
tidak tercatatnya secara lengkap di kartu inventaris barang khususnya
SDN Sango dan waktu yang dimiliki oleh ketiga Kepala Sekolah untuk
mengurus masalah pencatatan dan pengurusan sarana sangat terbatas. Hal
ini dikarenakan kesibukan Kepala Sekolah yang sangat banyak. Untuk
mengatasi masalah itu, maka Kepala Sekolah meminta seorang guru
untuk membantu pencatatannya.

e. Pertanggungjawaban
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Dalam masalah pertanggungjawaban dapat dikatakan hampir tidak ada
kendala yang dialami pihak sekolah. Sekolah rutin melaksanakan

pertanggungjawaban pada setiap tanggal 31 Agustus.

B. Saran
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan kesimpulan di atas
diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada guru SDN Lhuet disarankan untuk lebih mengutamakan peningkatan
prestasi murid-murid. Minimnya aktifitas yang menunjang sebagai salah satu
faktor penyebabnya.

2. Kepada seluruh Kepala SDN Lamno, SDN Sango dan SDN Lhuet disarankan
untuk mempunyai sistem pendataan inventaris sarana pendidikan
menggunakan komputer (computerized system) dan mempunyai file
cadangan, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap data
tersebut masih ada cadangannya.

3. Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Aceh Jaya
disarankan untuk memperhatikan usulan kebutuhan sarana pendidikan yang
diajukan oleh sekolah dan mempercepat proses pengadaannya. Hal ini
dikarenakan ternyata dari praktek yang ada di lapangan, keterlambatan
pemenuhan bantuan sarana pendidikan membuat aktivitas belajar mengajar di
sekolah mengalami hambatan. Selain itu adanya pemenuhan pembelian

sarana pendidikan dengan cara meminta sumbangan dari komite yaitu orang
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tua murid, dapat membebankan orang tua murid untuk meningkatkan prestasi

murid SD yang ada diKabupaten Aceh Jaya.
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